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ABSTRACT

This paper intended to examine the position of the juristic conventions in
ijtihad and its relevance to the Kompilasi Hukum Islam (KHI) book I on mar-
riage. This research is motivated by the fact that al-Qur’an and Hadith are
sources in establishing Islamic law, both of which are called mashdar, other le-
gal propositions are I[jma ‘, Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah,” Urf, Syar’u
man Qablana, Qawl al-Shahabi, Istishab and Sad al-Dzari’ah. But in fact the
rule of figh is also used as a theorem in establishing the law, whereas earlier
scholars did not mention the rule of jurisprudence as one of the theorems in
establishing Islamic law. So the question of this research is (1) what is the
essence of the jurisprudence, (2) how the jurisprudence principle in ijtihad
according to the scholars, and (3) how the relevance of the jurisprudence prin-
ciple with the Compilation of Islamic Law (KHI) in book 1 on marriage. This
research comes to conclusions, namely: (1) the essence of figh rule is the words
of the ulama (qaul al-mujtahid). (2) The majority of scholars agree to make the
jurisprudence as a complementary proposition in the establishment of a law.
The juristic jurisprudence can only be used as a complementary argument. (3)
There is a strong relevance between the jurisprudence principles that have been
formulated by the previous scholars with the Compilation of Islamic Law es-
pecially the book 1 on marriage, with the discovery of several articles that are
relevant and relevant to the juristic principles.
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Pendahuluan

Pada dasarnya hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadits.
Sepeninggal Rasulullah Saw., persoalan-persoalan baru bermunculan seiring
dengan perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Sebagian besar
persoalan tersebut tidak ditemukan penjelasan hukumnya secara eksplisit dalam

Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019 | 59



60 | Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019

al-Qur’an dan Hadits. Tidak ada pilihan lain bagi para sahabat untuk meng-
hadapi persoalan tersebut, kecuali melakukan ijtihad. Seiring perkembangan
zaman dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam tersebut, muncul
beberapa mujtahid yang mengembangkan metode ijtihad dalam penggalian
dan penetapan hukum Islam. Karena dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab-
mazhab fikih selain al-Qur’an, Hadits, /jma’, dan Qiyas, menurut Ahmad
al-Raisiini, pada dasarnya kembali kepada satu tujuan yakni untuk kebaikan
(maslahah).! Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya
adalah untuk kemashlahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia
ini, maupun kemaslahatan di hari akhirat kelak, demikian tujuan syara’ secara
global. Akan tetapi apabila dirinci, maka tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum-hukumnya ada lima, yang disebut dengan al-magqashid al-khamsah
yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” Yang
mana kelima tujuan tersebut semuanya berujung kepada maslahah.

Dalam bidang fikih banyak terjadi perubahan-perubahan hukum, para
Imam mazhab dalam mengistinbathkan suatu hukum memiliki pola pikir
tertentu yang dapat dijadikan aturan pokok, sehingga hasil istinbathnya dapat
dievaluasi secara objektif oleh para pengikutnya. Dalam sejumlah kasus,
penguasaan terhadap fikih yang dirumuskan para ulama masa lalu dapat
membantu para ulama saat ini untuk menetapkan hukum terhadap berbagai
kasus baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena belum cukup
memadai dengan hanya menguasai fikih masa lalu akan dapat menyelesaikan
berbagai persoalan hukum yang terjadi pada masa kini. Dalam upaya peng-
galian hukum tersebut diperlukan adanya sarana untuk mendapatkan hukum
yang sesuai dengan syari’at, dalam hal ini dituntut pula menguasai dan
memahami dua macam disiplin ilmu yang tak kalah pentingnya yaitu usul fikih
dan kaidah fikih.

Penguasaan terhadap ilmu usul fikih sangat penting karena ia merupakan
metode dalam menggali dan menetapkan fikih. Dengan tidak mengetahui dan
menguasai usul fikih, seorang ahli fikih tidak akan dapat menetapkan hukum
terhadap suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.®> Selain ilmu
fikih dan usul fikih untuk mampu menetapkan hukum, seorang ulama dituntut
pula memahami kaidah fikih. Dalam beberapa pengertian dapat dikemukakan
bahwa kaidah fikih adalah suatu kaidah bersifat umum meliputi sejumlah
masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fikih yang
berada dalam lingkupnya. Kaidah fikih sebagai derifasi dari fikih atau hukum
Islam, merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum

" Ahmad Al-Raistni, al-Tajdid al-Ushili, (Maroko: Dar al-Kalimah, 2015), h. 148.
2 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.
* Firdaus, Ushul Figih, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke 1, h.8-9.
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Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fugahd’ untuk
mencari solusi dalam permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat
dalam berbagai aspek. Yaitu, ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam
kontemporer. Adapun dasar hukum kaidah fikih merupakan produk ijtihad
yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits, dan ijmd’. kaidah tersebut merupakan
generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab,
yang mana kaidah-kaidah dasar merupakan acuan dalam beristinbath.

Imam al-Qarafi (w. 648 H) salah seorang ulama bermazhab Maliki,
sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam menga-
takan bahwa syari’at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. ini telah
ditambah Allah Swt. dengan kemuliaan dan ketinggian yang diliputi oleh ushiil
dan furii’, adapun ushiil-nya terbagi kedalam dua bagian yaitu usul fikih dan
kaidah kulliyah fighiyyah. Dari setiap kaidah yang bersifat kulli tersebut mela-
hirkan beberapa cabang.* Sejalan dengan hal itu, ulama kontemporer Musthafa
Ahmad Zarga’ (w. 1999 M) menegaskan bahwa kaidah fikih mempunyai arti
penting dan manfaat besar terhadap fikih. Dengan mengetahui dan menguasai
kaidah fikih dapat menambah kemampuan ahli fikih dan memperjelas metode-
metode melahirkan fatwa. Orang yang berpegang kepada furu’ fikih tanpa
memperhatikan kaidah fikih akan menemukan banyak pertentangan dalam
masalah furd’ fikih. Hal inilah yang menuntutnya harus menguasai rincian
persoalan fikih yang banyak tersebut.’

Sepanjang lintasan sejarah dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih dalam
penetapan hukum Islam sumbernya adalah al-Qur’an dan Sunnah yang
keduanya disebut dengan mashdar, selain al-Qur’an dan Sunnah juga terdapat
dalil hukum yang lainnya yaitu jma’, Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah,
‘Urf, Syar’u man Qabland, Qawl al-Shahabi, Istishab dan Sad al-Dzari’ah.
Ulama-ulama terdahulupun dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih tidak ada
menyebutkan kaidah fikih sebagai salah satu dalil atau landasan dalam mene-
tapkan hukum Islam. Tetapi pada masa sekarang kenyataannya secara tidak
langsung kaidah fikih sudah dijadikan sebagai landasan dan penguat dalam
menetapkan hukum, seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari al-Qur’an dan Hadits juga dikuatkan
dengan kaidah-kaidah fikih. Beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
yang memakai kaidah fikih sebagai landasan fatwa tersebut diantaranya ialah,
berdasarkan surat keputusan fatwa komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor 1 tahun 2003 tentang “Hak Cipta”, dalam hukum Islam Hak

4 ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadits,
2005), h. 38.

5 Musthafa Ahmad Zarqa’, al-Madkhal al-Figh al-‘Am, (Beirtt: Dar al-Fikr, 1968), Jilid
2, h. 950.
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Cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan
hukum. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan,
merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.® Juga berdasarkan kepu-
tusan fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor 3
tahun 2000 tentang “Kloning”. Kloning terhadap manusia dapat menimbulkan
mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit, maka kloning terhadap manusia
dengan cara bagaimanapun hukumnya adalah haram.’

Dari contoh di atas, sepintas nampak bahwasanya kaidah fikih bisa dija-
dikan dalil dalam menetapkan hukum, lalu apa dan bagaimana sebenarnya
hakikat dari kaidah fikih tersebut, apakah bisa kaidah fikih dijadikan dalil
dalam penetapan hukum syara’, sementara kaidah fikih merupakan lafaz-lafaz
yang dirumuskan oleh ulama terdahulu yang berbentuk kaidah-kaidah.

Sejalan dengan hal itu, dalam sistem hukum nasional salah satu hukum
positif Islam adalah sebagaimana yang telah dirumuskan secara sistematis
dalam Kompilasi Hukum Nasional (KHI) yang merupakan hukum substansial
(materil) yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di penga-
dilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, buku I tentang
hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, buku III tentang hukum
perwakafan. Setelah penulis lihat dan telusuri beberapa pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI), ternyata terdapat beberapa pasal yang mana pasal tersebut
diduga kuat sesuai dengan kaidah fikih seperti yang telah dirumuskan oleh
ulama terdahulu.Dalam buku 1 tentang hukum perkawinan pasal 34 ayat 2
berbunyi, “kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah,

¢ Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Bagian
Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelanggara Haji,
2003), h. 314-317. Pengharaman hal ini karena berdasarkan firman Allah surat al-Bagarah
ayat 188, al-Bagarah ayat 279 dan surat al-Nisa’ ayat 29 tentang larangan memakan harta
orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun orang lain. Juga beberapa hadits
Nabi yang berkenaan dengan larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan
berbuat zalim, serta dikuatkan dengan kaidah fikih yang berbunyi s> s #141 oo Js L 215 (Segala
sesuatu yang lahir at au timbul dari sesuatu yang haram adalah haram)

7 Ibid., h. 345-349. Kloning adalah suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara
nucleus transfer dari sel janin yang sudah beerdiferensiasi dari sel dewasa atau memindah-
kan inti sel tubuh kedalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel tubuh.
Dampak negatif kloning terhadap manusia diantaranya, hilangnya nasab anak hasil cloning,
institusi perkawinan tidak diperlukan lagi, lembaga keluarga yang dibangun melalui perkaw-
inan menjadi hancur, hilangnya maqashid syari’ah. Dan keharaman kloning selain karena
memperhatikan dampak negatif juga berdasarkan firman Allah surat al-Jdtsiyah ayat 13, al-Is-
ra’ ayat 70, al-Ra’du ayat 16, al-Mu’miniin ayat 12-14. serta dikuatkan dengan kaidah fikih
yang berbunyi clbadl (s e 2386 sulsall ¢ j3(Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari
pada mendatangkan kemashlahatan)
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tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan
mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.” Pasal ini bers-
esuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

B! Sk bty Y C\QJ\
“Akad nikah tidak rusak karena rusaknya mahar”.®
Lalu pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, “bagi calon mempelai yang
menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan
tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”. Pasal ini juga bersesuaian dengan
kaidah fikih yang berbunyi:

o3l Y1 Gl 13)

“Apabila suatu perkara menyempit maka perkara tersebut bisa
))9

meluas”.

Kemudian dalam buku II tentang hukum kewarisan pasal 171 poin

(e) yang berbunyi, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian

untuk kerabat”. Pasal ini bersesuaian dan hampir sama maksudnya dengan
kaidah fikih yang berbunyi:

o) sl s Yy asy Y

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang
orang yang meninggal *'°

Setelah memperhatikan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), diduga kuat pasal-pasal tersebut bersesuaian dengan kaidah-kaidah
fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu, kaidah fikih tersebut
ada yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah, serta ada pula yang berasal dari
penelitian induktif terhadap masalah-masalah fikih.

Qawaid Fighiyyah

Kaidah fikih merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu kaidah dan
fikih (al-gawd’id dan al-fighiyyah), masing-masingnya mempunyai pengertian

8 Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar Ibn Muhammad Jalaluddin al-Suyiti al-Syéfi’i, al-
Asybdah wa al-Nazha'ir f Qawa 'idi wa Furu’i fighi al-Syafi’iyyah, (Makkah: maktabah Nazar
Musthafa al-Baz, 1997), Cet. 2, h. 232.

° ‘Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarhi Qawd’id al-Fighiyyah, (Beir(t: Muassasah
al-Risalah, 2001), Cet. 1, h. 65.

19 Abu Zahrah, Ahkdm al-Tirkah wa al- Mawadrits, (tt: Dar al-Fikr al-°Arabi, 1963), h. 214,
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tersendiri. Kata gawd’id merupakan bentuk jamak dari dari kata ga’idah
(kaidah). Secara etimologi (bahasa) berarti dasar, asas atau pondasi sesuatu.!!
Baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi, kata gd ‘idah dalam bentuk
inderawi dapat dilihat dalam ungkapan yaitu, “gawd 'id al-bait” yang berarti
dasar atau pondasi rumah. Sementara dalam bentuk maknawi terdapat dalam
ungkapan “qawd ’id al-din” yang berarti dasar atau pondasi agama.'? Qawa ’id
dalam bentuk inderawi seperti dalam ungkapan gawa ’id al-bait yang berarti
dasar atau pondasi rumah.!® .

Secara terminologi (istilah), ulama usul fikih dan ulama nahwu mendefi-
nisikan gd idah sebagai berikut :'*

oS OB & S ey Gksvi,‘;sws\j g}é}.aiﬂ\ L g
Bl Jg Jaag cgrgll SBT 51EN e 3 13) Y1 10ad gVl U8 e Ldie
(g b Jgadlly g b Joldl
“Menurut ulama usul dan nahwu qd’idah yaitu ketentuan umum
dimana banyak persoalan juz’t (bagian) yang dapat diaplikasikan
padanya, dan hukum-hukum bagian tersebut dapat diketahui hukum
darinya. Seperti perkataan ulama usul: Amar ( suatu perintah)
apabila tidak ada qarinah berarti wajib, dan perkataan ulama
nahwu: fa’il itu marfii’dan maf il bih itu manshib”’.

Selanjutnya kata fighiyyah diambil dari kata figh, lalu ditambah ya nisbah
yang berfungsi sebagai penjenisan dan pembangsaan. Secara etimologi
(bahasa) kata al-fighu berarti al-‘ilmu dan al-fahmu yaitu mengetahui dan
paham. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, secara etimologi figh yaitu: '°

4884 L) agd J gl LaS daual ol) o L) agd o (3llay g agdll g ABAY)

“Fiqih yaitu paham secara mutlak, baik yang dipahaminya itu paham
secara mendalam atau tidak”.

Secara terminologi (istilah) ulama berbeda dalam mendefinisikan fikih,
tapi perbedaan tersebut hanya pada redaksi saja, intinya tetap sama. Dian-
taranya menurut ‘Ali Haidar (w. 1321 H), salah seorang ulama bermazhab

"Attabik Ali, Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,( Yogyakarta: Multi
Karya Grafika, 1998), h. 1423

12 “Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd’id a;-fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) .
cet. Ke-3, h. 39

B ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa’id al-Fighiyyah, (Cairo: Dar al-Hadits,
2005), h. 11. ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam guru besar Kaidah Fikih Universitas Al-Azhar
Kairo.

4 Ibid., h. 11.

15 Abdul Aziz Muhammad Azzam, loc.cit., h. 14.
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Maliki pensyarah kitab Majallah al-Ahkdm al- ‘Adliyyah, fikih berarti :'°
Aleadl) sl p oS Tladd) 26201 Lkl el

“Ilmu tentang masalah-masalah syara’yang bersifat ‘amali (praktis)
vang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Pengertian yang dipaparkan oleh ‘Al Haidar di atas dengan memakai kata
“al-masa’il” yang berarti permasalahan-permasalahan. Sedangkan pengertian
yang dipaparkan oleh ‘ Abdul Wahab Khalat dan Jamaluddin al-Isnawi memakai
kata ‘““al-ahkam”. Kata “al-masd’il” lebih umum dan lebih luas cakupannya
dari pada “al-ahkam”, karena “al-masa’il” tidak hanya mencakup hukumnya
saja, tetapi meliputi segala aspek yang mencakup dari permasalahan syara’
tersebut, sedangkan “al-ahkdm” hanya fokus mengetahui hukum-hukum dari
masalah syara’ tersebut. Dari beberapa Definisi fikih menurut para ulama diatas
dapat disimpulkan bahwa fikih terbatas hanya pada hukum-hukum syara’
yang bersifat ‘amali (praktis) dari permasalahan-permasalahan ibadah dan
muamalah, adapun permasalahan ‘aqidah dan akhlak tidak termasuk kedalam
hukum fikih. Dan hukum-hukum tersebut diambil dari hasil analisa dan ijtihad
terhadap dalil-dalil syara’.

Definisi di atas adalah pengertian kaidah secara umum, karena mencakup
semua istilah kaidah dalam ilmu-ilmu yang lain, karena setiap cabang ilmu
memiliki kaidah, seperti halnya kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah
ilmu nahwu. Misalnya menurut ilmu nahwu (tata bahasa), ‘’fa il (subjek) selalu
marfii’ dan mudhaf ilaih selalu majrar”. Begitu juga menurut ilmu usul fikih,
“amar (perintah) menunjukkan wajib dan nahyu (larangan) menunjukkan
haram”.

Tajudin al-Subki (w. 771 H), beliau mendefinisikan kaidah fikih dengan: !
aso \golST 0 B8 Slijr e dele ey 1 SO Y1

“Ketentuan umum (prinsip-prinsip umum dalam redaksi yang
singkat) yang dapat diaplikasikan pada seluruh persoalan juz’i
(bagian), dimana hukum-hukum juz’i (bagian) tersebut dapat
dipahami dari ketentuan umum tersebut”.

Pakar ilmu kaidah fikih kontemporer, ‘Ali Ahmad al-Nadawi, mendefi-
nisikan kaidah fikih dengan dua definisi sebagai berikut, pertama: '

16 A1l Haidar, Durar al-Hukkdm Syarh Majallah al-Ahkdm al- ‘Adliyyah, (Riyadh: Dar
‘Alami al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 18.

17 Tdjudin ‘Abdul Wahhab Ibn ‘Ali Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki al-Syafi’1, al-Asybdih wa
al-Nazhdir, (Beirat: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 11.

18 Al Ahmad al-Nadawi, al-Qawd’id al-Fighiyyah, op.cit., h. 44.
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Wgad 53 b alSol gae Bpan dlel dwad § 805 oS~
“Hukum syara’tentang perkara yang bersifat kebanyakan, dan dari

padanya dapat diketahui hukum berbagai peristiwa yang masuk ke
dalam ruang lingkupnya”.

Adapun Definisi kedua, yaitu: "

G bladll § Badane Slgl oo dale iy 5 LSS avany JST 488 ol
Wesoge LE Ju
“Dasar fikih yang kulli, mengandung hukum syara’ yang bersifat

umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang
termasuk dibawah ruang lingkupnya”.

Dari beberapa definisi di atas secara garis besar ulama terbagi menjadi dua
kelompok dalam mendefinisikan kaidah fikih. Kelompok pertama berpendapat
kaidah fikih sebagai sesuatu yang bersifat kulliyat, dengan berpijak kepada
kenyataan bahwa pengecualian yang terdapat dalam kaidah fikih relatif tidak
banyak. Dalam sebuah kaidah “sesuatu yang langka tidak mempunyai hukum”,
sehingga hal tersebut tidak mengurangi sifat ku/li dari kaidah fikih. Kelompok
kedua berpendapat bahwa kaidah fikih bersifat aghlabiyyat (mayoritas)
atau aktsariyyat (kebanyakan), karena memang kenyataannya kaidah fikih
mempunyai pengecualian, sehingga penyebutan kulli terhadap kaidah fikih
kurang tepat.

Sejarah perkembangan hukum Islam tidak menjelaskan kaidah fikih secara
komprehensif. Kitab-kitab sejarah perkembangan hukum Islam tidak mengkaji
kaidah fikih, apalagi sampai menjelaskan urgensi dan kedudukannya dalam
hukum Islam. Dengan demikian, penelusuran terhadap sejarah pertumbuhan
dan pengkodifikasian kaidah fikih sangat penting dilakukan.

Masa kerasulan dan masa pembentukan hukum Islam merupakan cikal
bakal kelahiran kaidah fikih. Nabi Muhammad Saw. menyampaikan hadits-
hadits yang berbentuk jawdmi’ al-kalim (singkat dan padat). Hadits-hadits
tersebut dapat menampung masalah-masalah fikih yang banyak jumlahnya.
Dengan demikian, hadits, di samping sebagai sumber hukum, juga sebagai
sumber yang mendorong lahirnya pemikiran ulama untuk membentuk kaidah
fikih. Kaidah fikih menjadi menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada abad
ke IV H, lalu dimatangkan pada abad-abad sesudahnya. Ketika ruh taklid
menyelimuti abad ini (ke-IV H dan sesudahnya) ijtihad menjadi mandeg.
Ditambah dengan kekayaan fikih yang melimpah, berupa pengkodifikasian
hukum fikih dan dalil-dalilnya serta banyaknya mazhab yang hanya mentarjih

9 Ibid., h. 45.
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yang rajih saja.

Perjalanan sejarah menunjukan bahwa fuqahd’ Hanafiyah menjadi
mazhab yang pertama mengkaji kaidah fikih dan membukukannya.?® Dalam
membentuk ushii/l mazhab, fuqahd’ Hanafiyah menjadikan hukum furu’ para
imam mazhabnya sebagai dasar pemikirannya. Pengumpulan kaidah fikih
dalam mazhab Hanafi dilakukan pertama kali oleh AbG Thahir al-Dabbiisi (w.
430 H)*, seorang ulama yang hidup pada abad ke-III dan ke-IV H , demikian
pendapat Al-’Ala’1 (w. 761), Al-Suytthi (w. 911) dan Ibnu Nujaim (w. 970 H)
dalam masing-masing kitab kaidah fikihnya.?? Beliau mengumpulkan kaidah-
kaidah penting mazhab Abu Hanifah menjadi tujuh belas kaidah (ketentuan)
umum. Abl Thahir al-Dabbisi seorang yang buta, beliau mengulang-ulang
kaidah tersebut setiap malam di masjidnya setelah jama’ah pulang kerumahnya
masing-masing, dan Ibnu Nujaim (w. 970 H) menyebutkan bahwa Abl Sa’id
al-Harwi al-Syafi’i (w. 488 H) suatu ketika pernah mengunjungi Abxi Thahir
al-Dabbisi (w. 430 H) lalu mengambil beberapa kaidah fikih dari beliau. Peng-
kodifikasian kaidah fikih mencapai puncaknya ketika disusun kitab Majallah
al-Ahkam al- ‘Adliyyah oleh sebuah majelis fugaha’ pada masa Sultan al-Ghazi
‘Abd al-‘Aziz Khan al-‘Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad ke-XIII H.
Kitab Majallah al-Ahkam al- ‘Adliyyah menjadi referensi lembaga-lembaga
peradilan masa itu. Para fugahd’ menyusun majalah ini dengan menggunakan
redaksi yang singkat dan padat seperti undang-undang. Majalah ini mengangkat
kedudukan dan popularitas kaidah fikih, serta memberikan banyak kontribusi

bagi perkembangan fikih dan perundang-undangan.?
Ijtihad

Selanjutnya, Ijtihad secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata
hlgia) - a¢isy — 3¢ia). Kata ini terambil dari kata 35 - 3> — 32 — %3 bentuk
mashdar-nya ada dua dengan arti yang berbeda antara satu dengan lainya.**
Kedua arti kata tersebut adalah, yaitu *Jahdun (2¢>), dengan arti kesungguhan
dan sepenuh hati atau serius. Juhdun (2¢>), dengan arti kesanggupan atau
kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah.

Sedangkan ijtihad secara terminologi, ulama usul fikih memiliki pendapat

20 Muhammad bin Mahmid, Al-Qawd’id al-Fighiyyah Tarikhuhd wa Atsaruhd fi al-
Fighi,(p:t.t, 1987) Cet 1, h. 37.

2! Ibid., h. 37.

22 Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 135

2 Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa 'id al-Fighiyyah, op.cit., h. 136-141, dan 156.

24 Tbnu Manzhir, Lisdnu al-'Arab, (Cairo: Daru al-Thya’ al-Turéts al-‘Arabi, 1996), Cet.
ke-2, Jilid 1, h. 547.

25 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), jilid 2, h. 223.
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yang beragam, tetapi tidak mengandung perbedaan prinsip, bahkan keli-
hatan saling menguatkan dan menyempurnakan. Definisi tersebut diantaranya
adalah, Al-Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya al-Thkam fi Ushili al-Ahkdam,
mendefinisikan:*®

) o gtt dmg o o 21 DS ot (o B b G g )
43 il o el
“Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang

sesuatu dari hukum syara” dalam bentuk yang dirinya merasa tidak
mampu berbuat lebih dari itu”.

Menurut penulis definisi yang diungkapkan oleh Al-Amidi memakai kata
bl (dugaan kuat) tetapi terdapat pengulangan ungkapan yaitu dengan g/ s
¢4l (mencurahkan seluruh kemampuan) dengan ungkapan (» (s 45 e
43 3 3all e aall Gudill (sehingga ia merasa tidak sanggup lagi mencari tambahan
kemampuan), sedangkan definisi yang baik tidak boleh mengandung pengu-
langan kata.

Selanjutnya Muhammad Abl Zahrah, dalam kitabnya Usul fikih, mendefi-
nisikan:*’

ko) g3 0 dkasll a1 Dlin) (§ druwy 41 Jiy

“Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam mene-
tapkan (istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan
dari dalilnya secara terperinci”.

Menurut definisi ini, usaha ijtihad itu dikatakan sempurna hanya jika
dilakukan oleh ahli fikih yang mengkhususkan dirinya untuk menggali hukum-
hukum furii’ ‘amali dari dalil-dalil yang terperinci, ulamanya disebut dengan
al-mujtahid al-musianbith. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Aba
Zahrah menambahkan lafaz al-faqih, yang mengandung arti bahwa ijtihad itu
bukanlah sembarang orang, tetapi orang yang telah mencapai derajat tertentu
yang disebut fagih, karena hanya orang fagih-lah yang dapat berbuat demikian.
Begitu juga pengerahan kemampuan tersebut dilakukan secara maksimal.
Dengan demikian pengerahan kemampuan asal-asalan atau sekedarnya saja,
tidak dinamakan ijtihad.

Dari beberapa pengertian ulama di atas definisi ijtihad yang tepat menurut
penulis adalah:

Sl Wy oy as 3b 75 oS> S G gosh §lyio

26 Al-Imam al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, al/-Thkdm fi Ushiili al-Ahkam,
(Riyadh: Daru al-Shami'1, 2003), Jilid 4, h. 197

2 Muhammad Abl Zahrah, Ushul al-Fighi, (Damaskus: Dar al-Fikr al-°Arabi,tt), h. 379.
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“Mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum
syari’at yang zhanni yang bersifat ‘amaliah dengan cara mengambil
kesimpulan hukum (al-istinbath)”.

Definisi yang penulis paparkan di atas secara substansi sama halnya
dengan definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh ulama usul, akan tetapi
definisi-definisi tersebut belum menyebutkan daldlah dari ijtihad tersebut.
Oleh karena itu penulis menambahkan dengan zhanni (dugaan), karena produk
hukum dari ijtihad tersebut bersifat zhanni. Dengan demikian ijtihad adalah
pengerahan daya nalar secara maksimal yang dilakukan oleh orang yang telah
mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut fagih, usaha ijtihad
merupakan dugaan yang kuat tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah serta
usaha ijtihad itu ditempuh melalui cara-cara istinbath.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari
berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh
para ulama fikih yang biasanya dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan
Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu
himpunan. Himpunan tersebut itulah yang dinamakan kompilasi.”® Dengan
demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diartikan sebagai kumpulan
atau ringkasan pendapat yang diambil dari berbagai sumber kitab fikih yang
mu’tabar, yang kemudian dijadikan sumber rujukan untuk dikembangkan dalam
Peradilan Agama yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku tentang perkawinan,
kewarisan dan perwakafan.

Penerapan Qawaid Fighiyyah

Kaidah fikih menampung berbagai hukum parsial yang mempunyai ‘llat
hukum yang sama. Sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan al/-Asybdh
wa al-Nazhd’ir, istilah ini bersumber dari pernyataan ‘Umar bin Khattab
kepada Abt Misa al-Asy’ari ,beliau berkata:?’

U Legesly d ) el ) desd e y0aY 3§ oLy Jladlt OB e
S5 b

“Ketahuilah masalah-masalah yang serupa dan bermiripan,
kemudian qiydskanlah segala wurusan yang ada padamu, dan

peganglah hal yang lebih dicintai Allah dan yang lebih menyerupai
kebenaran menurut logikamu ™.

Kaidah fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan

2 Ibid., h. 14
# Abd al-Rahman Ibn Abl Bakar Jalaluddin al-Suytthi, al-4sybdh wa al-Nazhd'ir, (Ri-
yadh: Maktabah Nazar al-Baz, 1997), Cet. Ke-2, h. 8
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fikih. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dikaji secara terus-menerus secara
konsisten dan sungguh-sungguh oleh para ahli fikih. Hal inilah yang menye-
babkan ilmu kaidah fikih tetap eksis kedudukannya setelah melalui fase peng-
kodifikasian dan penyempurnaan. Ilmu kaidah fikih sangat besar perannya
dalam membuka cakrawala dan melatih malakah (daya rasa) fikih. Hal ini
sebagaimana fungsi dari kaidah fikih di antaranya adalah untuk mempermudah
dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan fikih yang jumlahnya tak
terhingga. Pentingnya kaidah fikih juga disebutkan di dalam pembukaan kitab
Durar al-Hukkam Syarh Majallatu al-Ahkdam al- ‘Adliyyah dikatakan bahwa:*

Lilo s JS'EIST o1 41 aghdll L) 1gaml S8 slgddll o (i OY
oLy sl dsws d,g4d)) g.,.:g\ S s doduns Aol ol Sl 5}:’“5‘}5\...& &l
Loty Sl

“Bahwa para fuqahd’ ahli tahqiq telah mengembalikan berbagai
masalah fikih kepada kaidah-kaidah kulliyat. Di antara kaidah-
kaidah tersebut ada yang menjadi dhabith (penghimpun) maupun
jami’ (pengumpul) rmasalah-masalah yang banyak. Kaidah-kaidah
tersebut diterima dan diakui dalam berbagai kitab fikih, dan dija-
dikan dalil dalam menetapkan berbagai masalah serta dijadikan
dasar pemikiran awal dalam memahami berbagai masalah tersebut”.

Dari berbagai pernyataan para ahli fikih di atas, dapat disimpulkan bahwa
kaidah-kaidah fikih mempunyai peranan penting dalam mempermudah pema-
haman tentang hukum Islam. Berbagai hukum cabang yang cukup banyak
menjadi tersusun dalam satu kaidah. Jika kaidah-kaidah ini tidak ada, hukum-
hukum cabang tersebut akan berserakan. Kaidah fikih berfungsi mengikat
berbagai hukum dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum-hukum
itu mempunyai kemashlahatan yang berdekatan.

Penguasaan terhadap kaidah fikih akan membuat benang merah yang
mewarnai fikih dapat diketahui. Selain itu juga akan lebih moderat dan mudah
dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya yang terus
muncul dan berkembang. Akan tetapi, penetapan hukum Islam sumbernya
adalah al-Qur’an dan Hadits yang keduanya disebut dengan mashdar, selain
al-Qur’an dan Sunnah juga terdapat dalil hukum yang lainnya yaitu jma’
dan Qiyds, kesemuanya merupakan dalil-dalil yang disepakati kehujjah-
annya (al-adillatu al-muttafaq ‘alaihd). Dalil hukum lainnya adalah Istishab,
Istihsan, Mashlahah Mursalah, Qawl al-Shahdbi, ‘Urf, Sad al-Dzari’ah dan
Syar’u man Qabland yang disebut dengan dalil-dalil yang diperselisihkan
kehujjahannya (al-adillatu al-mukhtalafu fiha).

30 “Ali Haidar, Durar al-Hukkdam Syarh Majallah al-Ahkdm al-‘Adliyyah, (Riyadh: Dar
‘Alami al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 17
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Bahkan ulama-ulama terdahulu pun di kalangan wushiuliyin dan fugahda’
tidak ada menyebutkan kaidah fikih sebagai salah satu dalil atau landasan
dalam menetapkan hukum Islam.?! Kaidah fikih baru menjadi satu disiplin ilmu
tersendiri pada abad ke-IV H, lalu dimatangkan pada abad-abad sesudahnya.
Tetapi dewasa ini secara tidak langsung kaidah fikih sudah dijadikan sebagai
landasan dan penguat dalam menetapkan hukum, seperti Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari al-Qur’an dan
Hadits juga dikuatkan dengan kaidah-kaidah fikih. Hal ini disebabkan adanya
tantangan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya secara cepat. Walau
pun dalam proses pembentukannya, kaidah fikih dirumuskan oleh para ulama
terdahulu melalui proses yang panjang.

Fikih memiliki banyak materi, dari materi fikih yang banyak itu kemudian
ulama ahli fikih meneliti persamaanya dengan menggunakan pola pikir induktif,
kemudian dikelompokkan, dan setiap kelompok merupakan kumpulan dari
masalah-masalah yang serupa, dan akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-
kaidah fikih. Selanjutnya kaidah-kaidah fikih tersebut dikritisi kembali dengan
menggunakan banyak ayat dan hadits, terutama untuk diteliti kesesuaiannya
dengan substansi ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi. Apabila sudah dianggap
sesuai dengan ayat al-Qur’an dan hadits Nabi, barulah kaidah fikih tersebut
menjadi kaidah fikih yang mapan. Apabila sudah menjadi kaidah fikih yang
mapan/akurat, maka ulama-ulama fikih menggunakan kaidah fikih tersebut
untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, baik di bidang ibadah,
sosial, ekonomi, politik dan budaya akhirnya memunculkan fikih-fikih baru.

Dari proses perumusan kaidah fikih di atas, barulah muncul kitab-kitab
kaidah fikih di berbagai mazhab dalam Islam. Setiap kitab kaidah fikih dari
berbagai mazhab memiliki jumlah kaidah fikih yang berbeda-beda. Karena
fikih tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah fikih, maka sering ditemukan
kaidah-kaidah fikih itu ada dalam kitab fikih ulama. Misalnya Ibnu Qayyim
al-Jauziyah (w. 751 H) dalam kitab fikihnya /’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb
al- ‘Alamin, beliau dianggap sebagai penemu kaidah berikut:®

-\5\}’.‘\5 O\.:d\j d\}?iﬂ\j &&é:ﬂ\j :\M):}I\ B oo @Wf?\j ‘syﬂ\ B
“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman,
tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.

Kemudian kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh ulama, seringkali
merupakan hasil kritisi dan penyempurnaan terhadap kaidah-kaidah yang telah

31 Ushiliyiin,yaitu ulama ahli dalam bidang ushul fikih. Sementara fugahd’adalah ulama
ahli fikih.

32 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, (Beirut: Dar al-
Jail, t.th), Juz III, h. 3.
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dirumuskan oleh ulama sebelumnya, Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam
kitabnya al-Qawa 'id al-Fighiyyah ada kaidah yang berbunyi:**

Bl CBse 0,2 axg o ady |B d pl Lo gi i Jonwd 8
“Siapa yang mempercepat haknya atau yang membolehkannya

sebelum waktunya dengan cara yang haram, dihukum dengan keha-
raman (dilarang) menerima hak tersebut”.

Kaidah ini setelah dikritisi kemudian menjadi kaidah yang dianggap
mapan dengan ungkapan,

Bt Bge gl 1B 5 2y o oo
“Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi
sanksi dengan haramnya hal tersebut **

Selanjutnya kaidah:3*
dodall bgie et ) Jo alo) O s

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berori-
entasi kepada kemashlahatan”.

Kaidah di atas merupakan hasil dari penelaahan dan setelah dikritisi oleh
ulama-ulama-ulama, kaidah itu berasal dari kata-kata Imam Syafi’l (w. 204 H)
yang berbunyi:

i) oo LIl DpaSdet J1 e J1gh Wi
“kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat seperti kedudukan
wali bagi anak yatim”.

Perumusan kaidah fikih ini mirip dengan perumusan dalil a/-Istigra’ (pene-
litian atau penelusuran para ulama) yang mana al-Istigra’ termasuk ke dalam
satu dalil hukum yang diperselisihi. Pakar usul fikih kontemporer Muhammad
Mu’adz Musthafa Khan, beliau mendefInisikan /stigra’ yaitu:*

O M Jady ol o 1gaS oSoud B ygol it 52 sl i)
“Istiqgra’ adalah penelusuran perkara-perkara juz’i (khusus) untuk

menetapkan kesimpulan hukum yang meliputi perkara-perkara juz’i
tersebut”.

% Abdu al-Rahman Ibn Syihab Ibn Ahmad Ibn Ahmad Rajab al-Hanbali, al-Qawd 'id fi
al-Figh (t.tp: Bait al-Afhar al-Dauliyah, tt), h. 498

** A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 19

35 Jalaluddin al-Suythi, al-Asybdh wa al-Nazhd'ir, op.cit., h. 202

3 Muhammad Mu’adz Musthafa Khan, al-Qath’iy wa al-Zhanniy fi Tsubiit al-Dildlah
‘inda Ushiliyin, (Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib, 2007), h. 311.
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Adapun unsur yang terdapat dalam kaidah fikih yaitu, kaidahnya bersifat
umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fikih
yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya. Jadi, secara tegas
kaidah fikih merupakan suatu kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah
masalah fikih dan melalui kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui hukum
masalah fikih yang berada di bawah cakupannya.

Hakikat dari kaidah fikih adalah gaul al-mujtahid (perkataan ulama).
Kaidah fikih merupakan redaksi singkat mengandung makna yang luas, yang
berasal dari hasil penelitian ulama terhadap masalah-masalah fikih.

Hadits-hadits yang menjadi kaidah fikih di antaranya:

(4l (pl olgy) . ylpe Vg yp0 Y
Artinya:” Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas dengan
kemudharatan. (H.R. Ibnu Mdjah) .’

(hged! olgy) ST o (o radly (ol o did!
Artinya: “Penggugat harus membawa bukti, dan sumpah diwajibkan
atas orang yang mengingkarinya (tergugat). (H.R. Al-Baihaqt) .

(s AT ) 13 4l 58" K2 o

Artinya: “Setiap yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka

sedikitnya juga haram hukumnya (H.R. Ahmad, al-Tirmidzi,
al-Nasa i, Abit Daud, dan Ibnu Mdajah)*

(i 0lgy) — Olalally 13-

Artinya:“ Hak menerima hasil karena harus menanggung keru-

gian”. %

(Aelet olgy ) jlr oz cloonall

Artinya: “Kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri

tidak dikenakan ganti rugi”.”’

Pada hakikatnya hadits Nabi di atas bukanlah kaidah fikih karena hadits

37 AbG Zakaria al-Nawawi al-Dimasyqi, Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah, (Kairo: Dar
al-Salam,2010),No. 32, h. 251. Tahqiq Ibnu Daqiq al-‘1d.

% Tbnu Hajar al-‘Asqalani, Buliighul Mardm min Adillati al-Ahkdm, (Kairo: Dar al-
Salam,2008), bab Da’wa wa al-Bayyinat, no. 1451, h.420.

% [bid.,bab Had al-Syarib wa Bayanu al-Muskir, no. 1287, h. 373

40 H.R. Abl Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jartid, Ibnu Hibban, al-Hakim,
Ibnu Qathan (Maktabah Syamilah, Buliighul Maram min Adillati al-Ahkam, Bab Syurithu Ma
Nahdhu ‘Anhu Minhu, Hadits 818).

41 Tafsir al-Munir i Zuhali, (Maktabah Sydmilah, Bab Tafsir wal Baydn, Juz 17, h. 99
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merupakan perkataan Nabi (Qawl al-Nabi), sedangkan kaidah fikih adalah
perkataan mujtahid (Qawl al-Mujtahid). Hadits-hadits Nabi yang dianggap
sebagai kaidah fikih, dikarenakan formulasinya sama dengan kaidah-kaidah
fikih. Hadits-hadits tersebut bersifat jawdmi'u al-kalimi (hadits singkat
bermakna padat dan luas). Hadits tersebut merupakan faktor pendorong dan
menjadi inspirasi bagi ulama untuk membentuk kaidah fikih. Begitu juga
al-Qur’an yang menggunakan nash (redaksi) yang singkat dan padat.

Kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah
fikih sebagai dalil pelengkap dan kaidah fikih sebagai dalil mandiri.** Yang
dimaksud dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil
setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Posisi dalil
pelengkap ini adalah sebagai penguat dari dalil-dalil yang telah diterangkan
dalam al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri
adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri,
tanpa menggunakan dua dalil pokok.

Kedudukan kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap disepakati
ulamakebolehannya. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam putusan
fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari al-Qur’an dan Hadits juga dikuatkan
dengan kaidah-kaidah fikih. Penulis mendukung pendapat bahwa kaidah fikih
bisa dijadikan sebagai dalil pelengkap atau sebagai sydhid (pendukung) dalam
menetapkan suatu hukum.

Mengenai kaidah fikih sebagai dalil mandiri dalam penetapan suatu hukum,
ulama berbeda pendapat.* Imam Haramain al-Juwaini (w. 478) seorang ulama
bermazhab Syafi’i, dalam kitabnya al-Ghiydtsi Al-Umam fi lltiyats al-Zhalam
mengatakan:*

Sl AN 4 WS @i;j:aﬁln ety A AeB (531) dnslis)
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“Tujuan saya mengemukakan dua kaidah ini (kaidah ibdhah dan
bard’ah al-zimmah) adalah sebagai isyarat dalam rangka mengin-
dentifikasi metode yang saya pakai terdahulu, bukan untuk berist-
idlal (berdalil) dengan keduanya ™.

Al-Juwaini (w. 478) mengemukakan kaidah fikih adalah untuk
memberikan isyarat yang dapat menunjukkan metode apa yang dipakainya,

42 Jaih Mubaraok, Kaidah Figih-Sejarah dan Asasi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002),
Cet. Pertama, h. 29.

# Ibid., h. 30

“ Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali ‘Abdul Malik Ibn Abi Muhammad al-Juwaini,
al-Ghiyatsi Ghiyats al-Umam fi al-Tiydtsi al-Zhulam,(Beirat: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1400
H), h. 499
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bukan untuk menjadikannya sebagai dalil. Pernyataan ini dikuatkannya lagi
ketika menjelaskan kaidah al-ashlu baga’v ma kdana ‘ala ma kana (hukum asal

sesuatu itu tetap sebagaimana ia dahulunya), dalam masalah pernikahan. Ia
menukil kaidah fikih berikut:*

&ua.g‘zl\ a4 Jo¥ O

“Bahwa hukum asal dari jima’ adalah haram

Akan tetapi, setelah menjelaskan hal itu, beliau justru mengatakan
tidak berdalil dengan kaidah tersebut, seperti yang beliau berikut ini,

A e e st Y8 s e o 1 13) gt OF et Sl o
“Aku tidak berdalil dengan (kaidah) ini. Bahwa pengharaman

sesuatu kalau tidak ditemukan dalilnya maka hal tersebut sama
halnya dengan mengangkat kesulitan”. 5

Ini merupakan isyarat dari Imam Haramain al-Juwaini (w. 478) untuk
tidak menggunakan kaidah fikih dalam mengistinbathkan hukum. Selanjutnya
Al-Hamawi (w. 1098), dengan ungkapan yang lebih tegas beliau menukilkan
perkataan Ibnu Nujaim Al-Hanafi (w. 970 H) yang mengatakan:*’

ATy 48T G BY oy gually s o)) dais 1§ (s gadll 9% Y il

“Penetapan fatwa tidak boleh didasarkan kepada kaidah fikih dan
dhawabith fikih karena ia tidak bersifat kulli (umum), tetapi bersifat
aghlabiyyah (kebanyakan)«.

Menurut Ibnu Nujaim kaidah fikih tidak bisa dikatakan sebagai dalil
mandiri karena kaidah tersebut pada umumnya bersifat aghlabiyyat (mayoritas
/ kebanyakan) bukan kulliyydt (umum). Setiap kaidah memiliki pengecualian,
tetapi pengecualian tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, karena bisa
saja persoalan-persoalan yang sedang diputuskan hukumnya termasuk pada
kelompok pengecualian. Jadi atas dasar inilah Al-Hamawi (w. 1098) menolak
untuk menjadikan kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Pernyataan Ibnu Nujaim
(w. 970 H) yang dinukilkan oleh Al-Hamawi (w. 1098) ini secara implisit
menyatakan bahwa kaidah fikih yang sifatnya kulliyyat (umum) boleh dija-
dikan hujjah. Selanjutnya ke-aghlabiyah-an kaidah fikih tidak selalu berpegang
kepada nash (al-Qur’an dan Hadits), tetapi berpegang kepada pengkajian

4 Ibid., h. 514.

4 Ibid., h. 516

47 Ahmad Bin Muhammad Al-Hamawi, Ghamzu ‘Uyin al-Bashd ir Syarh al-Asybdih wa
al-Nazhd’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1985), Cet. Ke-1, Juz ke-1, h. 37. Lihat juga
‘Al Ahmad al-Nadawi, al-Qawa’id a;-fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) . cet. Ke-3,
h. 329
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ulama (istigra’) dari berbagai masalah cabang (furi’), dan hasil pengkajian
ini tidak menjadikan kaidah-kaidah tersebut berada pada derajat pasti (yagin).
Karena hasil pengkajian ulama mrupakan ijtihad yang mana ijtthad memungk-
inkan adanya kesalahan.

Menurut penulis hal itu masih dapat dianalisa bahwa sesuatu yang
aghlabiyyah dapat dijadikan pegangan. Karena, di dalamnya masih terdapat
kemungkinan ada kemashlahatan, menarik kemashlahatan dan menolak
kemafsadatan adalah berdasarkan atas zhann (dugaan kuat), bukan atas
dasar keyakinan. Dengan demikian tidak boleh mengabaikan kemashlahatan
yang bisa terjadi hanya karena khawatir dugaan tersebut meleset. Kemudian
langkah Ibnu Nujaim (w. 970 H), diikuti pula oleh para fuqaha’ penyusun kitab
Majallah al-ahkam al-‘adliyyah yang mayoritas bermazhab Hanafi. Karena
isyarat serupa juga dikemukakan oleh ‘All Haidar dalam syarah Majallah
al-Ahkam, menyatakan bahwa:

or Bty J) sl 38 05088 Y o S e 19l flo g a1
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“Maka para hakim syara’selama tidak berpegang dengan dalil yang
jelas (kongrit), maka tidak boleh menetapkan suatu hukum hanya
dengan berpegang kepada salah satu dari kaidah-kaidah ini (kaidah
fikih)”. #

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kaidah fikih yang tidak dapat dija-
dikan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum adalah kaidah fikih yang
tidak didukung oleh dalil yang jelas (kongkrit), artinya kaidah tersebut bukan
untuk penguat dalil lain, tetapi dijadikan sebagai dalil mandiri, serta tidak
masuk akal menjadikan sesuatu yang berfungsi sebagai pengikat (rabith) dari
beberapa cabang (furii ’) dijadikan sebuah dalil syara’. Hal ini berarti tidak boleh
menetapkan hukum dengan semata-mata berpijak pada kaidah fikih. Atas dasar
inilah Al-Hamawi (w. 1098) berpendapat untuk menolak menjadikan kaidah
fikih sebagai dalil hukum mandiri, karena bisa saja persoalan-persoalan yang
sedang diputuskan hukumnya termasuk pada kelompok pengecualian.

Dari beberapa penukilan di atas, dapat ditarik kesimpulan alasan peno-
lakan ulama terhadap kaidah fikih untuk dijadikan sebagai dalil dalam mene-
tapkan hukum dikarenakan kaidah-kaidah fikih tersebut bersifat mayoritas
(aghlabiyyah) bukan bersifat umum (kulliyah), ini berarti pada kaidah-kaidah
tersebut terdapat beberapa pengecualian.

8 <Ali Haidar, Durar al-Hukkdam Syarh Majallah al-Ahkdm al-‘Adliyyah, (Riyadh: Dar
‘Alami al-Kutub, 2003) Jilid 1, h. 10, dan lihat ‘Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawd 'id a;-fighi-
yyah, op.cit., h. 330
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Bisa jadi ketika seorang ahli fikih berdalil dengan kaidah fikih untuk mene-
tapkan sebuah masalah, ternyata masalah tersebut masuk kepada hal-hal yang
menjadi pengecualian dari kaidah fikih yang ia jadikan sebagai dalil. Dalam
hal ini, tingkat kekuatan dalam penggunaan kaidah fikih sebagai dalil tidak
kuat. Kemudian kaidah-kaidah fikih ini merupakan hasil penelitian induktif
terhadap beberapa masalah/cabang fikih yang berbeda-beda, yang kemudian
dikelompokkan menjadi sebuah ketentuan umum yang bersifat global. Tidak
bisa diterima oleh logika bahwa menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan
dari hasil ijtihad terhadap sejumlah persoalan furi’ dari masalah-masalah fikih
untuk kemudian diterima sebagai dalil hukum dalam penetapan masalah fikih
lainnya.

Berbeda dengan para ulama sebelumnya yang menolak kaidah fikih
sebagai dalil hukum mandiri, Imam Al-Qarafi (w. 684 H) dalam kitab Al-Furiig
mengungkapkan urgensi dan kedudukan kaidah fikih dalam syari’at Islam.
Yaitu, mencakup pokok (ushii/) dan cabang (furii’), ushil terbagi dua yaitu
usul fikih dan kaidah fikih. Usul fikih mengkaji kaidah-kaidah hukum yang
timbul dari lafal , seperti “amar” menunjukkan wajib dan “nahyi” menun-
jukkan haram. Sedangkan, kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah fikih
yang bernilai tinggi, banyak jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum
syara’ dan hikmah-hikmahnya, serta mencakup cabang-cabang hukum yang
tak terhingga. Kaidah-kaidah ini tidak dibahas secara mendalam dalam usul
fikih, selain hanya disyaratkan secara global saja. Kaidah-kaidah mempunyai
peran yang penting dan manfaat besar bagi ilmu fikih. Di samping itu, kaidah-
kaidah fikih kulliyyah dapat memperjelas metodologi berfatwa dan membantu
mengidentifikasi masalah-masalah furii” yang tak terhingga jumlahnya.*’

Al-Qarafi (w. 648 H) mensejajarkan kaidah fikih dengan usul fikih.
Menurutnya, kaidah-kaidah fikih yang dapat memperjelas metodologi berfatwa
dapat dikategorikan sebagai syari’at. Jadi, apabila diperhatikan beliau menya-
takan bahwa kaidah-kaidah fikih itu merupakan pokok syari’at. Artinya, kaidah
fikih tersebut merupakan di antara dasar-dasar memahami syari’at. Dengan
demikian, secara implisit Al-Qarafi (w. 648 H) memposisikan kaidah fikih
sebagai hujjah dalam berfatwa.

Penjelasan di atas dikuatkan pula oleh Al-Qarafi (w. 648 H) sebagaimana
yang dikutip oleh Al-Maqqari (w. 758 ), ketika mengemukakan kasus Surai-
Jjiyyah tentang penetapan talaq yang didahului dengan syarat, akan tetapi syarat
tersebut tidak sah. Beliau menyatakan bahwa setiap keputusan hakim yang
bertentangan dengan salah satu kaidah fikih yang disepakati ulama adalah
batal (tidak sah), hal tersebut tampak dari penjelasan berikut:

4 Al-Qarafi, al-Furig, op.cit., Juz. 1, h. 3
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“Al-Qarafi menjelaskan, bahwa beliau membatalkan keputusan
qadhi (hakim), apabila menyelisihi suatu kaidah dari kaidah-kaidah
fikih yang telah disepakati, beliau mencontohkan bahwa apabila
hakim menetapkan keputusan bahwa pernikahan tetap berlangsung
pada kasus suraijiyah, beliau membatalkan hal tersebut. Karena
bertentangan dengan kaidah fikih yang ma ruf. — Dan apabila diper-
hatikan pendapat Al-Qardfi pada masalah ini, didapati bahwa beliau
menjadikan kaidah fikih sebagai hujjah yang kuat, hal itulah yang
membuat putusan hakim menjadi batal karena putusan tersebut
menyelisihi salah satu kaidah. Beliau menempatkan kaidah fikih
sebagai hujjah yang kuat, sejajar dengan nash, ijma’ dan qiyas jall.
Degan syarat kaidah fikih tersebut harus disepakati ulama, pada hal
ini naiklah derajatnya kaidah fikih itu dan dapat berhujjah dengan-

nya”.?

Pada kasus ini, Al-Qarafi (w. 648 H) menempatkan kaidah fikih yang
disepakati sebagai hujjah yang kuat sejajar dengan nash, ijma’ dan giyas jalli.
Hal ini dengan syarat bahwa kaidah fikih tersebut harus disepakati ulama dan
tidak ada pertentangan.

Imam Aba ‘Abdillah Ibn ‘Arafah (w. 803 H) menukilkan kebolehan menis-
batkan suatu perkataan kepada mazhab yang mengistinbathkan hukum dengan

0 Al-Qarafi (w. 648 H) mengemukakan kasus suraijiyyah ini sangat populer di kalangan
ahli fikih. Kasus ini dinisbatkan kepada Abt al-*Abbas Ahmad Ibn ‘Umar Ibn Suraij al-Syafi’i
(w. 306 H). Kasus Suraijiyyah adalah apabila hakim menetapkan keputusan bahwa pernika-
han tetap berlangsung meskipun suami berkata kepada istrinya “Apabila saya menjatuhkan
talaq kepadamu, maka engkau telah tertalaq tiga sebelumnya”. Kemudian suami tersebut
menjatuhkan talaq tiga atau kurang, maka yang benar adalah jatuh talaq tiga. Apabila kedun-
ya meninggal, lalu hakim menetapkan bahwa keduanya mewarisi, maka kami membatalkan
keputusan tersebut. Karena menyelisihi kaidah fikih, yaitu:

g il g e Lin) (Sl T s (e
“Bahwa siapa yang mensyaratkan suatu syarat, syarat tersebut baru sah apabila syarat dan
yang disyaratkan itu berkumpul (sesuai)”. Diantara kaidah syara’ adalah adanya keputusan
sah apabila suatu syarat dan yang disyaratkan kedunya sesuai. Kaidah fikih ini menjadi penting
karena mengandung hikmah. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Suraijiyyah tidak dapat
dipertemukan dengan yang disyaratkan tersebut selamanya, karena kalaupun sudah ada talaq
tiga sebelumnya itu berarti larangan terhadap talaq sesudahnya. Lihat Al-Maqari, Qawad id,
(Beirut: Dar al-Fikr: 1990), h. 117.
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kaidah fikih, hal tersebut tampak dari penjelasan berikut: !
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“Ibnu ‘Arafah pernah ditanya tentang: apakah boleh berkata
(berhujjah) dengan salah satu jalan (metode) yang dipakai dalam
mazhab imam Malik?, beliau menjawab: bahwa siapa yang menge-
tahui kaidah-kaidah (kaidah fikih), serta pendapat-pendapatnya yang
masyhur, mengetahui perkataan-perkatan yang ditarjihserta qiyas,
maka boleh baginya tapi setelah mengerahkan segala pemikirannya
pada kaidah-kaidah mazhab tersebut, dan siapa yang tidak mengeta-
huinya maka tidak boleh baginya berhujjah dengan kaidah tersebut”.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu ‘Arafah (w. 803 H) melihat keabsahan
suatu hukum yang berpegang kepada kaidah fikih, karena kalau dibolehkan
menisbatkan suatu perkataan pada suatu mazhab tertentu yang berpegang
dengan kaidah fikih. Ibnu ‘Arafah mensejajarkan kaidah fikih dengan dalil-
dalil lainnya, sehingga menurutnya orang yang menguasai kaidah fikih layak
untuk dinisbahkan pendapatnya ke dalam mazhab Maliki.

Menurut penulis, kaidah fikih tidak bisa dijadikan sebagai dalil mandiri
dalam menetapkan hukum Islam, karena kaidah fikih pada hakikatnya adalah
perkataan mujtahid (qaul al-mujtahid) yang merupakan hasil ijtihad dan hasil
perumusan para ulama. Para ahli fikih selama belum menemukan dalil nag!/
(dalil nash) maka tidak bisa menetapkan hukum hanya semata-mata dengan
berpegang kepada salah satu dari kaidah-kaidah fikih, karena tidak logis
menjadikan sesuatu yang berfungsi untuk menghimpun dan mengikat hukum-
hukum cabang (furi’) yang banyak dan berserakan dalam kitab-kitab fikih lalu
diikat menjadi satu ikatan kaidah fikih, kemudian dijadikan salah satu dalil
dalam hukum Islam.

Selanjutnya, dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
samping merujuk kitab-kitab salaf yang sudah lama menjadi referensi para
hakim di Pengadilan Agama juga melakukan penambahan pemikiran yang
tidak ada dalam kitab-kitab kuning. Karena itu, dalam merumuskan pasal-
pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan beberapa metode
jjtihad yang ada dalam disiplin ilmu usul fikih. Mulai dari metode istihsan,
mashlahah mursalah, sadz dzari’ah dan yang lainnya.

Tapi dalam konteks kajian ini akan difokuskan kepada relevansi kaidah fikih
yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam pasal-pasal Kompilasi

U Ibid., h. 118. Lihat juga ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa’id al-Fighiyyah,
(Cairo: Dar al-Hadits, 2005), h 69-71.
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Hukum Islam (KHI) khususnya pada buku 1 tentang perkawinan, yaitu melihat
sejauh mana pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan
kaidah-kaidah fikih. Berikut analisa beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang mana dalam pasal-pasal tersebut sesuai dan relevan dengan
kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu:

A. Pasal 1 item “e” tentang taklik talaq

“Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai
pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji
talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi
di masa yang akan datang”.*?

Pasal di atas perumusan ta’lik talak ini secara eksplisit tidak ada dalam
kajian kitab-kitab kuning. Dirumuskannya pasal ini adalah untuk mencegah
adanya kesewenang-wenangan suami dalam mengarungi kehidupan
rumahtangga. Ta’lik talaq sama dengan talaq yang digantungkan pada
sesuatu (falag mu’allaq).

Dengan deskripsi dan kebijakan yang dibuat oleh perumus Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
perumusan pasal 1 item “e” sejalan dengan dengan nilai yang terkandung
dalam kaidah fikih berikut:

a3y 095 ady § ddeay M) ‘}Lc o
“Siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat, maka talak
tidak jatuh sebelum terjadinya sesuatu yang digantungkan tersebut”.

1. Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 tentang dasar-dasar perkawinan

Pasal 2 KHI menyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah” Pasal 3, “Perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah” dan Pasal 4, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan”.>*

Pasal di atas sejalan dengan dengan nilai yang terkandung dalam

32 Cik Hasan Basri dkk, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 139

53 Jalaluddin al-Suyfthi, al-Asybdh wa al-Nazhd’ir fi Qawd 'idi wa furi’i Fighi al-Syd-
fi'iyyah, op.cit., h. 232

5% Cik Hasan Basri dkk, loc.cit., h. 140
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kaidah fikih berikut:%
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“Hukum asal dalam masalah jima’ (hubungan suami istri) adalah
haram”.

Dalam pasal 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan
bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan perkawinan merupakan ibadah dan ia baru sah apabila
dilakukan menurut hukum Islam. Adapun dalam kaidah fikih kalimat
“al-abdhd’u” artinya adalah “al-wath’u” yaitu hubungan suami istri.
Hubungan suami istri tersebut asalnya adalah haram dan berdosa bagi yang
melakukannya yang disebut dengan zina. Akan tetapi hubungan suami istri
menjadi halal bahkan bernilai ibadah dengan syarat terjadinya pernikahan

yang sah.
2. Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan

Pasal 5 menyatakan bahwa (1) agar terjamin ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan
perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebgaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Jo.
Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

Pasal di atas merupakan hal yang baru, karena dalam terminologi
fikih klasik tidak ditemukan aturan pencatatan perkawinan. Dengan
pencatatan perlawinan, hak-hak istri dan anak-anak mempunyai kekuatan
hukum. Pencatatan perkawinan juga untuk tertib administrasi hukum demi
kemashlahatan. Dari penjelasan pasal 5 ini tampak bahwa kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah
fikih berikut:>®
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“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus terganung pada kemash-
lahatan ™.

3. Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang masih berkaitan dengan pencatatan
perkawinan yakni.

3 Muhammad Sidqi Ibnu Ahmad al Burnu, al-Wajiz Fi idhahi qawa 'id alfighi al-kulliyah,
(Beirut: Muassasah ar Risalah, 1996) Cet. 4, H. 199. Abdul Karim Zaidan, al-wajiz fi syarhi
al-qawa’id al-fighiyyah fi asy-syari’ah al-islamiyah, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2001),
Cet. 1, H. 176

¢ Tonu Nujaim, , al-Asybdh wa al-Nazhd'ir ‘ald Madzhab Abi Hanifah, (Beir(t: Dar
al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1999), Cet. 1, h. 104
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Pasal 6 menjelaskan bahwa (1) untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah. (2) Pernikahan yang dilakukan di luar penga-
wasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya catatan perkawinan, tujuannya adalah untuk menghi-
langkan kemudharatan yang timbul di kemudian hari. Kalau perkawinan
tidak dicatat, akan terjadi banyak kesemrautan khususnya mengenai hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan nilai yang
terkandung dalam kaidah fikih, yaitu kaidah fikih asasi:*’

Jip el

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.
Juga kaidah fikih:*

tL.aL\ e ‘51.9 ‘A.'Lia Jwlal! Y

“Menolak kemudaratan lebih didahulukan dari pada meraih kemash-
lahatan”.

4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 tentang pembuktian perkawinan

Pasal 7 menyatakan (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan Pasal 8
menjelaskan “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuk-
tikan dengan suarat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang
berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan, talak, rujuk,
khulu’ hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Hal ini juga sejalan
dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:*

Olall CoS Ol coldl

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan)
sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan hal yang
sebenarnya”.

Akta Nikah merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) yang menerangkan bahwa perkawinan itu memang

37 [bid., h. 73

38 ‘Izzu al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam, Qawd 'id al-Ahkam Fi Ishldhi al-Andm,
(Damaskus: Dar al-Qalam, tt), Juz ke-1, h. 22

% Abdul Karim Zaidan, al-wajiz fi syarhi al-qawa 'id al-fighiyyah fi asy-syari’ah al-is-
lamiyah, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2001), Cet. 1, h. 133.
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benar-benar ada dan sah secara hukum, dan ini sesuai dengan kaidah fikih
di atas.

5. Pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang calon mempelai

Pasal 17 mengatur (1) sebelum berlansungnya perkawinan, Pegawai
Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai diha-
dapan dua saksi. dan (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah
seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam pasal 17 ini dijelaskan bahwa perkawinan tidak dapat
dilangsungkan apabila salah satu dari mempelai menolak untuk dinikahkan.
Apabila perkawinan dilakukan juga, perkawinan tersebut tidak sah karena
salah satu dari orang yang berakad tidak ridho. Hal ini juga sejalan dengan
nilai yang terkandung dalam kaidah fikih, berikut:®

Blady obojd) b w9 eBladl ooy il & oY

“Hukum asal dalam suatu akad adalah keridhaan kedua belah pihak
yvang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan”.

Sebuah akad dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang melakukan
akad sama-sama ridha dan rela akan akad tersebut. Jikalau salah satunya
tidak ridho maka perkawinan tersebut tidak sah.

6. Pasal 17 ayat (3) tentang keringan bagi calon mempelai

Pasal 17 mengatur “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara
atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat
yang dapat dimengerti”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa persetujuan nikah dapat melalui
tulisan dan isyarat yang dimengerti jikalau calon memiliki keterbatasan
fisik yang dapat menghalangi dia untuk menyatakan kesetujuannya. Hal
ini juga sejalan dengan kaidah fikih berikut ini:®!

el Y Bl 13)
“Apabila suatu perkara sempit, maka ia bisa menjadi luas”.

Juga kaidah: ©

% Ahmad al-Nadwi, al-Qawa’id al-Fighiyyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), cet. 5, h.

253

o1 *Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarhi Qawa’id al-Fighiyyah, (Beir(it: Muassasah

al-Risalah, 2001), Cet. 1, h. 65

02 Muhammad Zuhaili, al-Qawd’id al-Fighiyyah wa Tathbigdtuhd fi Madzdahibi al-Ar-

ba’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), juz 1, h. 342
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Ol SIS ol =W 53 52l 3yl

“Isyarat yang diketahui yang biasa dilakukan oleh orang bisu sama

kedudukannya dengan penjelasan dengan lisan”.
7. Pasal 34 ayat (2) tentang mahar

Pasal 34 ayat 2 mengatur bahwa “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah
mahar pada waktu akad nikah,tidak menyebabkan batalnya perkawinan.
Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengu-
rangi sahnya perkawinan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kelalaian dalam menyebut jenis dan
jumlah mahar ketika akad, tidak menjadikan pernikahan tersebut menjadi
batal. Karena mahar bukan merupakan rukun dari pernikahan. Hal ini juga
sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:%

Blunall slandy iy Y S
“Pernikahan tidak rusak karena rusaknya mahar”.
8. Pasal 41 ayat (1) tentang larangan kawin

Pasal 41 ayat 1 mengatur bahwa seorang pria dilarang memadu
istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab
atau susuan dengan istrinya: (a) Saudara kandung, seayah, atau seibu serta
keturunannya (b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Dalam pasal tersebut terdapat adanya larangan memadu istrinya
dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau
susuan dengan istrinya. Hal ini sejalan dengan nilai yang terkandung
dalam kaidah fikih berikut:**

Loginr ol 358 Mo Y1 ade Cunforg 153 LRUS) y1B o) cilpol JST
»Setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan

(dianggap) sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara
keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu”.

Haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena apabila bibi
itu dianggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Begitu
juga memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara wanita
tersebut, haram pula memadu seorang wanita dengan perempuan dari
anaknya, haram memadu seorang perempuan dengan saudaranya, karena
% Jalaluddin al- Suyuti, al-asybah wa an-naza’ir fi gawa ’idi wa furu’l figih asy-syafi’iyah,

op.cit.,h. 232
% Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, loc.cit., h. 126
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apbila salah seorangnya dianggap lakik-laki, dia diharamkan nikah dengan
saudaranya.

9. Pasal 45 ayat item (b) tentang perjanjian perkawinan

Pasal 45 mengatur bahwa “Kedua calon mempelai dapat menga-
dakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (b) Perjanjian lain yang tidak
bertentangan dengn hukum Islam”. Dalam pasal tersebut terdapat adanya
perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Perjanjian bisa juga dikatakan sebagai syarat dalam sebuah perkawinan,
akan tetapi syarat tersebut dinyatakan dalam bentuk perjanjian. Hal ini
juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:%

b g, 201 gl i b5 S

“Setiap syarat yang menyelisihi dasar-dasar syari’ah adalah batal”.

Kaidah ini berlaku dalam semua bidang fikih baik dalam ibadah
mahdhah, munakahat, waris, muamalah, siyasah, jinayah dan peradilan.
Bahwa setiap syarat yang diajukan pada suatu akad apapun yang meny-
alahi syari’at maka syarat tersebut tidak sah.

10. Pasal 153 ayat (1) tentang iddah

Pasal 153 ayat 1 mengatur bahwa bagi seorang istri yang putus
perkawinan berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla dukhul dan
perkawinannya putus bukan karena kematian suami”

Pasal di tersebut menerangkan bahwa iddah dalam perceraian karena
talaq atau fasakh baru ada dikarenakan adanya hubungan suami istri
(dukhuil), dan bukan karena kematian suami. Artinya kalau sudah ada
dukhul maka berarti wajib adanya iddah. Hal ini sesuai dengan nilai yang
terkandung dalam kaidah fikih berikut:%

duall o I\ ;.b}‘\ Ry &wﬁji é}UauA Z\B;JS
“Setiap perceraian karena talaq atau fasakh sesudah terjadinya
hubungan suami istri, maka diwajibkan ‘iddah”.
Pasal 79 ayat (20 dan (3) tentang kedudukan suami istri

“(2)Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama masyarakat”

% Ibid., h. 106.

5 Al-Suythi, op.cit., h. 507
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(1) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan
hukum.”

Pasal ini menjelaskan tentang kedudukan seimbang antara suami dan
istri sama sebagai subjek hukum yang penuh dalam batas-batas pernikahan.
Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih berikut:¢’

Y lemsy o Bra G Yy ol ok 390> G V) wergy o oaill G Y
TP ok e g1 gl 29u G

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-
batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya

kecuali dalam batas-batas perintah syari’ah yang berhubungan
dengan pernikahan”.

Dalam beberapa pasal yang telah penulis paparkan di atas, nampaklah
bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membawa
kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga.
Ini akan memelihara tujuan syara’ (maqgashid al-syari’ah). Karena pent-
ingnya magqgashid al-syari’ah ini para ulama menjadikan sebagai salah
satu kriteria dalam melakukan ijtihad. Maka dalam penelitian ini juga
ditemukan kesesuaian antara kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan
oleh para ulama terdahulu dengan beberapa pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) khususnya tentang perkawinan.

Kesimpulan

Hakikat hakikat dari kaidah fikih adalah qaul al-mujtahid (perkataan
ulama), karena kaidah fikih merupakan lafaz-lafaz singkat yang mengandung
makna yang luas, yang berasal dari hasil penelitian dan penelusuran ulama
terhadap masalah-masalah fikih, begitu juga lafaz-lafaz dari kaidah-kaidah
tersebut berasal dari para ulama yang merumuskannya itu. Mayoritas ulama
sepakat menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dalam penetapan
suatu hukum. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang menerima kaidah
fikih sebagai dalil mandiri sangat lemah karena kaidah fikih hanya dapat dija-
dikan sebagai dalil pelengkap. Antara kaidah fikih dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) khususnya buku I tentang hukum perkawinan ditemukan beberapa
pasal yang sesuai dan relevan dengan kaidah fikih dalam 10 masalah. yaitu,
tentang ta’liq talaq, dasar-dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, perjanjian
perkawinan, pembuktian perkawinan, calon mempelai, mahar, larangan kawin,
‘iddah dan kedudukan suami istri.

7 “Abdullah ‘Ali Husain, a/-Mugdranah al-Tasyri’iyyah, (t.tp: Dar al-Salam, 2001), cet.
1, Juz 4, h. 1610-1611
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